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RUU tentang Keimigrasian merupakan RUU usul inisiatif DPR. 
 Saat ini draf NA dan RUU tersebut sedang dalam tahap
penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI. Penyusunan RUU tersebut terkait dengan
beberapa hal berikut, antara lain:  
a. sesuai Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan RUU tentang
Keimigrasian merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah
Konstitusi No. 64/PUU-IX/2011; b. UU No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian belum memuat ketentuan untuk mengatasi
permasalahan terkait pengungsi, pencari suaka di Indonesia,
dan penyalahgunaan dokumen keimigrasian di Indonesia oleh
warga negara asing; c. RUU tentang Keimigrasian disusun
untuk melengkapi peraturan terkait dengan Sistem Informasi
Manajemen Imigrasi dengan menciptakan Teknologi
Informasi yang terintegrasi antar-berbagai lembaga penegak
hukum yang berkaitan dengan keimigrasian; dan d. dalam
RUU Keimigrasian akan dibentuk kelembagaan baru yaitu
Badan Nasional Keimigrasian yang terpisah dari Kementerian
Hukum dan HAM agar pengelolaan imigrasi sebagai gerbang
ke Indonesia menjadi lebih baik.
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SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUSAT PUU
DENGAN SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.
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RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia 
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RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan RUU Usul
Inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk
membuat draf NA dan RUU perubahan UU tersebut. Saat ini NA
dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah selesai
dilakukan penyusunan di Komisi VIII dan akan memasuki tahap
harmonisasi di Badan Legislasi. Perubahan UU Nomor 13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan upaya
Negara dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia guna
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu,
substansi dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan dinamika
dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. 
Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi
perubahannya antara lain yaitu: a. keterlibatan
Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan
kesejahteraan lanjut usia; b. penanganan pada lansia tidak
dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui
peningkatan pemberdayaan; c. adanya pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terkait
penanganan lansia; d. aspek perlindungan, bantuan, dan
jaminan sosial bagi lanjut usia; dan e. batasan usia pada lanjut
usia. 
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SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUSAT PUU
DENGAN SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.
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RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi
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RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan RUU usul inisiatif DPR. Saat
ini NA dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedang dalam tahap
penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian
DPR RI.
Meskipun UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
sudah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
namun terkait penataan di bidang minyak dan gas bumi belum
sepenuhnya melaksanakan Putusan MK dan belum memberikan
bentuk dan mekanisme tata kelola minyak dan gas bumi yang
komprehensif. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi perubahan
antara lain yaitu: a. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan
Gas Bumi; b. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak
dan Gas Bumi; c. Pengaturan wilayah kerja; d. Pengaturan partisipasi
interest 10% kepada BUMD; e. Pengaturan pengembalian biaya
eksplorasi dan eksploitasi (cost recovery); f. Pengaturan kegiatan usaha
hilir; g. Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan h. Dana
minyak dan gas bumi.
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SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUSAT PUU
DENGAN SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.


